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PUTUSAN
Nomor 0080/Pdt.G/2018/PA.Sor
PUE PPN\ I o
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Soreang yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan
perkara Cerai Gugat antara:
Penggugat, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan
S1, tempat kediaman di Kecamatan Rancaekek,
Kabupaten Bandung, sebagai Penggugat;
Melawan
Tergugat, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan
Wiraswasta, tempat kediaman di, Kecamatan Cikancung,

Kabupaten Bandung, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkaraini;

Telah mendengar keterangan Penggugatdan para saksi di muka sidang;
DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 06 November 2018
telah mengajukan gugatan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan
Agama Soreang, dengan Nomor 0080/Pdt.G/2018/PA.Sor, dengan dalil-dalil
sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada
tanggal 16 Juli 2016 berdasarkan Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan
Rancaekek Kabupaten Bandung dengan memenuhi syarat rukun nikah,
sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 0700/020/V11/2016
pada tanggal 18 Juli 2016.

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat terakhir
tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Kp. Sayang Asem, RT.002,

RW.004, Desa Cikancung, Kecamatan Cikancung, Kabupaten Bandung.
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3. Bahwa pada mulanya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis
dan telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan dari
perkawinan tersebuttidak dikaruniai anak.

4. Bahwa selamaberumah tangga dengan Tergugat, keadaan tidak selamanya
rukun dan harmonis, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sejak
bulan Mei 2017 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus.

5. Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan antaralain
karena:

a. Tergugat diketahui tidak bertanggung jawab dalam hal nafkah keluarga,
Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat. Bahkan untuk
mencukupi kebutuhan keluarga dan rumahtangga mengandalkan hasil
kerja Penggugat.

b. Tergugat diketahui kurang bisa menyelesaikan masalah pribadinya. Yang
mana apabila ada masalah selalu menghindar, dan masalah tersebut di
selesaikan oleh Penggugat.

6. Bahwa Penggugat telah berusaha sabar untuk mempertahankan rumah
tangga, tetapi Tergugat tidak berubah dan merubah sikapnya. Puncaknya
pada bulan Juli 2017 antara Penggugat dan Tergugat bertengkar hebat,
sehingga sudah pisah tempat tinggal dan sudah tidak ada hubungan
layaknya suamiistri lagi.

7. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk mempertahankan rumah tangga
bersama Tergugat bahkan Penggugat telah meminta bantuan kepada
keluarga akan tetapi tidak berhasil.

8. Bahwagugatan Penggugattersebuttelah memenuhi syarat sesuai ketentuan
Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116
huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

9. Bahwa atas permasalahan tersebut di atas Penggugat sudah tidak sanggup
lagi untuk mempertahankan perkawinan ini, oleh karena itu Penggugat telah
berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat.

Bahwa segala uraian yang telah Penggugat kemukakan, Penggugat
mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Soreang c/q Majelis Hakim, untuk

memanggil para pihak yang bersengketa pada suatu persidangan yang
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ditentukan untuk itu, guna memeriksa dan mengadili gugatan ini dan lebih
lanjutberkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut;
1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap
Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan biaya perkara menuruthukum;
ATAU
Apabila Ketua Pengadilan Agama Soreang Cqg Majelis Hakim
berpendapatlain, mohon Putusan yang seadil-adilnya. (ex aequo et bono).
Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir
dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dipersidangan dan tidak
menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil’/kuasa hukumnya
meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya
dibacakan di persidangan tertanggal 16 November 2018 dan tanggal 10
Desember 2018 oleh Jurusita Pengadilan Agama Soreang, sedangkan tidak
ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk
tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil
gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah
datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,
selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan
Penggugat yang maksud dan isinyatetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah
mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK
3204286404910006, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten
Bandung, Provinsi Jawa Barat, bukti surat tersebut telah dinazegelen dan
diberi materai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata
sesuai, lalu diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat
Nomor 0700/020/V11/2016 tertanggal 18 Juli 2016, yang dikeluarkan oleh
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Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan
Rancaekek Kabupten Bandung, bukti surat tersebut telah dinazegelen dan
diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata
sesuai, lalu diberi tanda Bukti P.2;

Bahwa selain alat bukti tertulis, Penggugat juga telah menguatkan dalil-

dalil gugatannya dengan bukti saksi sebagai berikut :
Saksi |

Saksi 1, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta tempat tinggal di,
Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung;

Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang secara rinci

sebagaimana tertuang dalam Berita Acara perkara ini, untuk mempersingkat

putusan pada pokoknya sebagai berikut:

— Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dalam hubungan selaku Saudara
Sepupu Penggugat;

— Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan
yang sah dan dalam perkawinannya, namun belum dikaruniai keturunan;

— Bahwarumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak lagi harmonis
sejak awal tahun 2017, yang akibatnya antara Penggugat dan Tergugat
sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2017 hingga sekarang dan tidak
saling menghiraukan lagi;

— Bahwa saksi pernah melihat antara Penggugat dengan Tergugat berselisih
dan bertengkar penyebabnya Tergugat kurang bertanggung jawab dalam
memberikan nafkah;

— Bahwa saksi dan keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan

Tergugat, namun tidak berhasil;
Saksi Il

Saksi 2, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga tempat
tinggal di, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung;

Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang secara rinci

sebagaimana tertuang dalam Berita Acara perkara ini; untuk mempersingkat

putusan pada pokoknya sebagai berikut:
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— Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dalam hubungan selaku Bibi

Penggugat;

— Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan

yang sah dan dalam perkawinannya belum dikaruniai keturunan;

— Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak lagi
harmonis sejak awal tahun 2017, yang akibatnya antara Penggugat dan
Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2017 hingga sekarang

dan tidak saling menghiraukan lagi;

— Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat berselisih dan
bertengkar karena masalah ekonomi Tergugat kurang bertanggung jawab

dalam memberikan nafkah kepada Penggugat;

— Bahwa saksi dan keluarga telah cukup menasihati Penggugat agar tetap
bersabar dan dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan
Tergugat namun Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan
Tergugat;

Atas keterangan para saksi tersebut Penggugat tidak lagi menyampaikan
tanggapannya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang
termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan

dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat permohonan

Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas
menunjukan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil
Penggugat sendiri tentang domisili Penggugat sebagaimana ternyata dari bukti
berupa P.1 (Fotokopi KTP atas nama Penggugat) bermeterai cukup, dan cocok
dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai domisili yuridis
Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil

dan karenanya bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan
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mengikat; maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf
a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang
Peradilan Agama dan Perubahannya, maka Pengadilan Agama Soreang
berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan

Penggugat;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi
dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata

bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secararesmi dan patut akan
tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadirdan permohonan

tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat

dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 HIR yaitu putusan
yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang
berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim
membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, yang dijadikan alasan
gugatan Penggugat adalah pada intinya Penggugat mohon agar dijatuhkan
talak satu ba’in sughra Tergugat terhadap diri Penggugat dengan alasan
karena dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi
perselisihan dalam rumah tangga yang disebabkan antara lain karena ekonomi
Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memberikan nafkah kepada
Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat
telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa tentang dalil Penggugat mengenai status hubungan
hukum antara Penggugat dengan Tergugat akan dipertimbangkan sebagai
berikut;

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang
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merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan
aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan antara Penggugat
dengan Tergugat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan

materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi | Penggugat, sudah dewasa dan sudah
disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal
145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa tentang dalil Penggugat yang menyatakan bahwa
telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk diruku nkan lagi

antara Penggugat dengan Tergugat akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa keterangan saksi | Penggugat mengenai perselisihan
yang didalilkan oleh Penggugatyang menjelaskan bahwa saksi pernah melihat
antara Penggugat dengan Tergugat bertengkar, adalah sesuatu yang dapat
dinyatakan dilihat dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus
dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah
memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR,
sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat

diterima sebagai alat bukii;

Menimbang, bahwa saksi I Penggugat, sudah dewasa dan sudah
disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal
145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Il Penggugat mengenai perselisihan
yang didalilkan oleh Penggugat yang menjelaskan bahwa saksi pernah melihat
antara Penggugat dengan Tergugat bertengkar, adalah sesuatu yang dapat
dinyatakan dilihat dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus
dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah
memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR
sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat
diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi | dan saksi [l Penggugat

bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu
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keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172
HIR;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat
agar tetap bersabar dan dapat mempertahankan rumah tangganya dengan
Tergugat, namun Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat
merupakan petunjuk bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan

Penggugat sudah sulituntuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa tentang dalil Penggugat mengenai hal-hal yang
menyebabkan perselisihan dalam rumah tangga antara Penggugat dengan

Tergugat akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa keterangan para saksi Penggugat mengenai sebab
perselisihan yang didalilkan oleh Penggugat adalah fakta yang meskipun tidak
melihat langsung tentang sebab perselisihan itu, tapi saksi 1 mendengar
langsung ketika upaya perdamaian dilakukan yang dipersoalkan adalah
masalah ekonomi Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memberikan
nafkah kepada Penggugat dan saksi 2 mendengar langsung ketika Penggugat
dan Tergugat bertengkar, yang dipertengkarkan adalah masalah ekonomi
Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memberikan nafkah kepada
Penggugat. Kedua saksi dan keluarga telah cukup menasihati Penggugat agar
tetap bersabar dan dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan
Tergugat, namun Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat,
sementara Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya tentang dalil-dalil
Penggugat mengenai hal-hal yang menyebabkan perselisihan terjadi dan
menurut ketentuan penjelasan Pasal 126 HIR dinyatakan bahwa karena
Tergugat tidak datang menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah
menurut hukum Tergugat dinyatakan pihak yang dikalahkan mengandung arti
dalil-dalil Penggugat dianggap terbukti seluruhnya termasuk hal-hal yang
menyebabkan perselisihan itu terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di muka sidang
terutama dari bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, majelis berpendapat

telah ditemukan fakta kejadian sebagai berikut:

Halaman 8 dari halaman 13 Putusan Nomor 0080/Pdt.G/2018/PA.Sor

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penggugatdengan Tergugattelah terikat dalam perkawinan yang sah;

2. Antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisinan dalam rumah
tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan terutama karena
ekonomi Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memberikan nafkah
kepada Penggugat;

3. Majelis Hakim telah cukup memberikan saran dan nasihat kepada
Penggugat agar tetap bersabar dan dapat mempertahankan keutuhan
rumah tangganya dengan Penggugat demikian juga saksi | dan saksi Il
Penggugat namun Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan
Penggugat;

4. Saksi-saksiyang diajukan oleh Penggugat adalah dari keluarga dekat pih ak
berperkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas,
majelis berkesimpulan bahwa fakta-fakta tersebut sesuai dengan fakta-fakta
hukum sebagai berikut:

e Salahsatu yang dapat dijadikan alasan perceraian adalah apabila dalam
kehidupan suami isteri telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang
sulit untuk dirukunkan lagi sebagaimana tertuang dalam Pasal 19 huruf f
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-
undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sejalan dengan ketentuan
Hukum Islam sebagaimana tersurat pada Pasal 116 huruf (f) Kompilasi
Hukum Islam;

e Perceraian dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan
yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah
pihak sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat 1 Undang-Undang nomor 1
Tahun 1974 tentang Perkawinan sejalan dengan ketentuan Hukum Islam
sebagaimanatersurat pada Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam;

e Perceraian dapat dilakukan setelah ditemukan cukup alasan bahwa antara
suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri sesuai dengan
ketentuan Pasal 39 ayat 1 Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan;

e Gugatan perceraian dengan alasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah
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Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undng-undang Nomor 1 tahun
1974 tentang Perkawinan dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi
Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu
dan setelah mendengar pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat
dengan suami-isteri itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Perubahannya,
jo Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta kejadian yang
selanjutnya telah memenuhi fakta hukum dan atau memenuhi ketentuan
peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berlaku, maka Majelis
Hakim berpendapat cukup alasan gugatan Penggugat untuk diterima dan
dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat
dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang-Undang
Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan bahwa ‘“tujuan perkawinan
adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah
dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami istri telah ternyata
sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling
melindungi dan bahkan Penggugat tetap sudah tidak berkeinginan berkeinginan
untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat”’, maka agar kedua
belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan
norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk
menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma
hukum Islamyang terkandung dalam:
e Al Hadis yang tertuang dalam Kitab Ahkamul Quran, Juz Il, Hal.405 yang
berbunyi:

A @ Y alls ged ngal g ualuad) l8a e oSla I o0 000
Artinya:
"Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim islam, kemudian
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tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dlalim, dan gugurlah haknya"

e Pendapat Ulama Syekh Muhyiddin dalam kitabnya Ghayatul Maram yang

berbunyi :
dilla sl Lple (gl lga g 31 da g 3l due ) i) 1))
Artinya:
‘Di waktu istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, disaat

itulah Hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya dengan talak satu” ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara cerai gugat yang berkehendak
untuk bercerai adalah Penggugat (istri) dan sebelumnya antara Penggugat
dan Tergugat belum pernah bercerai, maka sesuai Pasal 119 ayat (2) huruf (c)
Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama

terhadap perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah talak ba'in shughra;

Menimbang, bahwa oleh karena telah ternyata bahwa Tergugat tidak
pernah datang menghadap di muka sidang dan tidak mengutus orang lain
selaku wakil atau kuasanya meskipun ia telah dipanggil dengan patut, maka
dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 126 HIR, Tergugat patut

dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugatdikabulkan dengan verstek

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan,
maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor7 Tahun 1989
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan
Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang

Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan
hukum Islamyang berkaitan dengan perkara ini;
MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk

datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap

Penggugat (Penggugat);

4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp
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346.000,00 (tiga ratus empat puluh enamribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim yang
dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 18 Desember 2018 Masehi,
bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Akhir 1440 Hijriyah, oleh kami Maya
Gunarsih, S.H.l. sebagai Ketua Majelis, Moch. Syah Ariyanto, S.H.l. dan
Mustofa Supri Zulfatoni, S.H.l. masing-masing sebagai Hakim Anggota | dan
Hakim Anggota Il, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk
umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh
Hakim Anggota | dan Hakim Anggota Il dan dibantu oleh Achmad Sadikin,

S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa kehadiran

Tergugat;
Ketua Majelis,
Maya Gunarsih, S.H.I.
Hakim Anggotall, Hakim Anggota ll,
Moch. Syah Ariyanto, S.H.I. Mustofa Supri Zulfatoni, S.HI.

Panitera Pengganti,

Achmad Sadikin, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran . Rp. 50.000,00
2. BiayaProses : Rp. 30.000,00
3. Panggilan Penggugat : Rp. 85.000,00
4. Panggilan Tergugat : Rp. 170.000,00
5. Redaksi . Rp. 5.000,00
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6. Meterai : Rp. 6.000,00
Jumlah . Rp. 346.000,00

(tiga ratus empat puluh enam ribu)
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